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ABSTRAK 
Nama  : Syahiruddin 
Nim  : 10400115023 
Jurusan  : Ilmu Hukum 
Judul   : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Main Hakim 
Sendiri dalam Prespektif Asas Praduga Tak Bersalah di Kota Makassar 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal. Pertama apa faktor 
penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) yang dilakukan 
oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar dan yang kedua 
bagaimana perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri dalam 
prespektif asas praduga tak bersalah di kota Makassar ketiga bagaimana 
pencegahan hukum supaya tidak terjadi korban main hakim sendiri dalam 
perspektif asas praduga tak bersalas di kota Makassar. 
Jenis penilitian ini adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan 
hukum empiris. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah polrestabes 
kota Makassar dan PBHI kota Makassar. Sumber data dan jenis data yaitu 
polrestabes kota Makassar dan PBHI kota Makassar dan wawancara langsung 
terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus 
(Case Approach). Adapun tehnik analisis digunakan adalah Analisis Kualitatif. 
Penelitian ini dilaksanakan Penulis dalam penelitian ini antara lain  bahwa: 
Faktor penyebab tindak main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap 
pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut: 1)Faktor ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap penegakan hukum dalam menangani pelaku tindak pidana. 
2)Faktor sirik na pacce yang menjadi prinsip hidup masyarakat kota Makassar 
yang disalah implementasikan dalam masyarakat yang memicu masyarakat kota 
Makassar mudah emosi ketikan mendapatkan pelaku tindak pidana. 3)Faktor 
anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiassan dalam 
masyarakat, hal ini menjadi pemicu masyarakat mudah melakukan tindakan main 
hakim sendiri karena ketika mendapatkan pelaku tindak pidana mereka spotan 
melakukan pemukulan secara massa terhadapa pelaku. 4) Faktor ikut-ikutan hal 
ini menjadi kebiasaan buruk dalam masyarakat Kota Makassar banyak yang 
melakuakan main hakim sendiri hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui pokok 
permasalah. Perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri dapat 
dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 tentang kekerasan, 
Pasal 406 tentang perusakan.Pencegahan dan penanggulangan tindak main hakim 
sendiri (eigerechting) dapat dilakukan dengan 2 langkah anatara lain:1) Upaya 
preventif (pencegahan). 2) Upaya Refresif (penindakan). 
 
Kata Kunci : Perlindungan hukum, main hakim, praduga tak bersalah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan jelas disebutkan 
bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Jika ketentuan tersebut diinterpretasi 
secara gramatikal, maka terdapat konsekuensi dari sebuah Negara hukum, yaitu 
semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat pelengkapan Negara, segala sikap, 
tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga Negara, harus 
memiliki landasan hukum atau dengan kata lain, semua harus punya legitimasi 
secara hukum. 
Hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur dengan jelas tentang 
bagaimana menjaga human right atau hak asasi manusia. Ini dijelaskan dalam 
Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28 a-j. 
Pada prinsipnya, kaidah dari hukum adalah melindungi kepentingan 
manusia terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan diantara 
manusia. Kaidah hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, baik 
secara individual maupun secara kelompok, maka manusia yang memiliki 
kepentingan hukum itu harus dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan di tegakkan. 
Kesadaran pada diri manusia pada dasarnya manusia memerlukan 
perlindungan kepentingannya maaupun kepentingan orang lain terlindungi dari 
ancaman disekelilingnya. 
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Konteks kaidah hukum seperti diatas, maka lahirlah tujuan dari hukum 
adalah terpelihara dari terjaminnya keteraturan kepastian dan ketertiban. Tanpa 
keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak 
mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya 
kepastian dan keteraturan. Memang hukum secara abstrak atau formal memang 
demikian benarnya. 
Disiplin ilmu dalam hukum dapat digolongkan menjadi hukum pidana, 
hukum perdata dan hukum tata Negara. Khusus yang berkaitan dengan kasus main 
hakim sendiri, termasuk dalam kajian hukum pidana. W.L.G Lemaire, 
memberikan pengertian mengenai hukum pidana yaitu terdiri dari norma-norma 
yang berisi keharusan dan larangan yang oleh bentuk Undang-Undang telah 
dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang 
bersifat khusus. 
Selanjutnya terdapat Teguh Prasetyo, yang menyampaikan bahwa tujuan 
hukum pidana dengan membaginya menjadi dua bagian, yaitu: Tujuan hukum 
pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang 
bertujuan memberi dasar adanya saksi pidana dan sekaligus parameter dalam 
menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal 
hukum pidana tapi biasa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam 
penjelasan umum dan tujuan yang kedua adalah penjatuhan saksi pidana terhadap 
orang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran 
yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya 
pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum 
pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama. 
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Sedangkan tujuan hukum pidana di kenal dengan dua aliran, yaitu: Untuk 
menakut-nakuti setiap orang sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran 
klasik) dan tujuan yang kedua untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan 
perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima dalam kehidupan 
lingkungannya (aliran modern). 
Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu 
dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern 
mengajarkan masyarakat tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat 
terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan 
kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari 
perkembangan kriminologi. 
Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yaitu merupakan kompromi 
aliran klasik dan aliran modern. Dalam rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan 
pemidanaan di tentukan dalam pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan: Mencegah 
dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman 
masyarakat, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, Menyelesaikan konflik yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan 
rasa damai dalam masyarkat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidanan.1 
Selanjutnya, dalam menentukan dan mewujudkan kebenaran materil 
harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka, maka 
dalam proses penyidikan sebagai upaya penting dalam mencari kebenaran sejati 
                                                             
1
 Teguh Prasetyo, Hukum pidana, (Depok: rajawali Press, 2017), h. 14. 
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tentang persangka dilakukan tindak pidana dan guna menemukan si bersalah, 
merupakan tugas yang benar-benar harus diperhatikan oleh Polri sebagai aparat 
Negara dalam mengenai proses pemeriksaan tindak pidana yang terjadi dalam 
masyarakat. 
 Proses penyidikan aparat penegak hukum haruslah mengutamakan 
prinsip kesetaraan yakni jaminan bahwa ada perlakuan yang berimbang dan 
sederajat bagi siapapun yang sedang berhadapan dengan urusan mencari keadilan, 
dalam proses penyidikan prinsip equality before the law merupakan salah satu 
pilar penting yang harus dijaga dan dipastikan implementasinya di tataran 
realitas.2 
Hukum sebagai penjamin kepastian dan tertib hukum, dapat dipahami 
bahwa tindak main hakim sendiri, bukan merupakan cara yang tepat, melainkan 
merupakan suatu pelanggaran hak asasi, para pelaku tindak pidana memiliki hak 
asasi yang yang harus dihormati, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan 
hukum dimuka pengadilan. Selain bertentangan dengan HAM, bahwa tindak main 
hakim sendiri (Eingenrechting). juga tidak dapat di benarkan, karena pelaksanaan 
sanksi pidana, sedangkan perorangan tidak diperkenakan melaksanakan sanksi 
untuk menegakkan hukum. Misalnya pengadilan merupakan lembaga yang 
berwenang untuk menjatuhkan sanksi atau pidana pada seseorang terdakwa. 
KUHP yang pada waktu di undangkan dianggap sebagai karya yang 
agung (master piece) dari bangsa Indonesia masih kurang dapat 
diimplamentasiakan secara benar, sehingga mengakibatkan tujuan 
                                                             
2
 Yusril Ihza Mahenra, Gubuk Keadilan Bantuan Hukum dan Pemenuhan Kebutuhan 
Access To Justice, (Yogyakarta: Kuda Hitam Publising, 2013), h. 53-54. 
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penyelenggaraan peradilan pidana yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran 
materil (substantial truth) tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya. 
Pihak-pihak yang memegang kekuasaan dan wewenang akan cenderung 
menyalahgunakannya dengan motifnya masing-masing, seperti untuk kepentingan 
pribadi untuk memperlancar tugas dan pekerjaan dan sebagainya. Salah satu titik 
rawan untuk terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang 
bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah adalah dalam pengunaan upaya 
paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan pengeledaan. Kesalahan 
atau kurang cermat dalam menggunakan upaya paksa dapat mengakibatkan 
pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan jasmani dan rohani bagi warga 
masyarakat yang mengalaminya. Contohnya adanya salah tangkap, salah tahan, 
bahkan salah tembak dalam proses pencarian pelaku kejahatan. 
Sebagai salah satu usaha untuk melindungi keseluruhan harkat dan 
martabat manusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 
1999 jo Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 
kekuasaan kehakiman (UUPKK) yang telah di perbaruhi dengan Undang-Undang 
No. 4 Tahun 2004 dan dalam penjelasan KUHP tercantum adanya asas: Setiap 
orang yang disangka, ditahan dituntut atau dihadapkan di muka sidang 
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan 
yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah menegaskan 
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bahwa proses keadilan harus dapat diwujudkan dalam setiap putusan hakim 
karena itu adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa.3 
Asas ini sering diistilahkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah 
(presumption of innocence) sebagai suatu asas universal yang terdapat dan berlaku 
pada setiap Negara di dunia yang menamakan dirinya sebagai Negara berdasarkan 
hukum. Dalam peradilan pidana, dikenal adanya dua model (DPM). Pada Negara-
negara yang menganut CCM yang lebih mengutamakan efesiensi dan efektifitas 
penanggulangan kejahatan, seringkali Asas Praduga Tak Bersalah hanya menjadi 
slogan kosong belaka. Sedangkan pada Negara yang menganut DMP, maka Asas 
Praduga Tak Bersalah diterapkan melalui penyelengaraan peradilan pidana yang 
mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. 
Realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah yang disampaikan 
diatas, banyak permasalahan kompleks dan bermunculan, di antaranya adalah 
tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi, seiring dengan 
perkembangan masyarakat menuju era modern. 
Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan, secara tidak langsung 
memunculkan sebuah anggapan di masyarakat, bahwa aparat penegak hukum 
gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan 
tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini 
akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik, di mana 
seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat, di lepas 
oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti, kalaupun kasus 
                                                             
3Jayadi, Ahkam. "PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN 
KEADILAN." (Diakses 2 Mei 2019) jam19.20 
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diproses sampai pengadilan, pidana yang dijatuhkan tidak sesuai harapan 
masyarakat. 
Adanya anggapan yang demikian, memicu sebagian masyarakat yang 
merasa keamanan, ketentramannya terganggu dan sudah tidak percaya dengan 
aparat penegak hukum, sehingga melalukan tindakan main hakim sendiri terhadap 
pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat 
dilihat akhir-akhir ini banyak berita mengenai persekusi di Indonesia khusunya 
baik di media konfensional maupun berita online. Berikut adalah salah satu 
contoh kasus main hakim sendiri. 
Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 20 Desember 2017 meringkus 
empat orang yang diduga terlibat aksi main hakim sendiri hingga menewaskan 
satu orang korban yang bernama Chevin. Masing-masing pelaku berinisial I, A, 
AG, dan B. Mereka sengaja main hakim sendiri karena Chevin terpergok 
memperkosa bocah berusia lima tahun kebetulan anak dari I. 
Aksi main hakim sendiri itu terbongkar karena polisi melihat sebuah 
video rekaman persekusi tersebut. Tidak lama kemudian polisi langsung 
menciduk empat tersangka main hakim sendiri dan memburu dua orang lain yang 
diduga kuat terlibat dalam aksi main hakim sendiri tersebut. 
Kasus teranyar yang terjadi pada November lalu ialah dua sejoli 
berinisial RN dan MA dihakimi warga sekitar kampong Kadu, RT 07/03, 
Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang lalu mereka 
berdua ditelanjangi dan diarak oleh warganya karena diduga hal mesum. 
Hal ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, karena telah main hakim 
sendiri dan merugikan orang lain. Hingga kini, T, G, I, S, N dan A. Satu pelaku 
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lainnya merupakan GS yang berperan sebagai penyebar video di akun media 
sosial. 
Pelaku (GS) ini diamankan di Jatiuwung. Jadi, dia bukan yang merekam, 
tapi hanya menyebarluaskan video tindak main hakim semdiri tersebut melalui 
akun media sosial Facebook miliknya,‟‟ujar Wiwin saat ditemui Okezone.4 
  Selain itu dalam hukum pidana (KUHP) juga menjelaskan ancaman bagi 
mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri, di antaranya adalah Pasal 
170 ayat 1 yang berbunyi “barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan 
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.5 
  Pasal 351 ayat 1 juga menjelaskan “Penganiayaan diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak  
empat ribu lima ratus rupiah”.6 Pasal 406 ayat 1 menjelaskan “ Barang siapa 
dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat 
tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagaian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empar ribu lima ratus rupiah.7 
                                                             
4 Hhtps://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2017/12/30/337/1837
87/6-kasus-persekusi-persekusi-yang-paling-menarik-perhatian-di-2017-3-paling 
heboh?espv=1,  diakses pada 05 sepetember Pukul 12.00 wita. 
5
 Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana, 2017, h. 58. 
6
 Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana, 2017, h. 104. 
 
7
 Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana, 2017, h.120. 
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Penyelengaraan peradilan demikian adalah tidak sesuai dengan due 
process of law (proses hukum yang adil atau layak) melainkam dilaksanakan 
melalui arbitrary process (presses yang sewenang-wenang atau berdasarkan 
semata-mata kuasa penegak hukum). Peradilan pidana yang melaksanakan 
arbitrary proses menunjukan penegakan pidana sama halnya pada masa 
pemerintahan Kolonial Hindu Belanda yang menerapkan Het Herzine Inladsch 
Reglament (HiR) tahun 1945. 
Praktek peradilan masih terdapat adanya penyimpangan dan 
penyalagunaan wewenang baik karena adanya kelemahan-kelemahan dari 
ketentuan normatifnya maupun karena adanya perbedaan perspektif di kalangan 
penegak hukum (khususnya jaksa dan hakim) serta kalangan masyararakat 
terhadap pengadilan bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan tentang salah 
tindakan terdakwa. 
Pemberian bantuan hukum yang sebenarnya di wajibkan oleh KUHP atas 
tindak pidana yang di ancam dengan pidana 5 tahun ke atas, seringkali baik polisi, 
jaksa, maupu hakim mengabaikan adanya keharusan tersangka atau terdakwa di 
dampingi penasehat hukum. Terdapat perspektif umum di kalangan penegak 
hukum yang sebenarnya enggan jika tersangka atau terdakwa didampingi oleh 
penasehat hukum. Berupa ungkapan “orang salah kok masih dibela”. Ungkapan 
tersebut juga seringkali menjadi opini umum di tengah masyarakat. 
Tanpa adanya penasehat hukum yang mendampingi tersangka atau 
terdakwa, polisi, jaksa dan hakim merasa lebih leluasa memeriksa pelaku tindak 
pidana tanpa adanya pihak yang dapat melakukan kontrol. Penasehat hukum lebih 
dianggap sebagai lawan daripada mitra sesama aparat sistem peradilan pidana 
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bertugas menemukan kebenaran materil. Penasehat hukum juga seringkali 
dianggap sebagai pembela orang yang berduit saja, karena yang tidak punya 
seringkali tidak didampingi penasehat hukum. 
Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa prinsip atau Asas praduga 
Tak Bersalah belum dipahami secara utuh dalam praktek penegakan hukum di 
lapangan. Padahal dengan adanya Asas Praduga Tak Bersalah, semua pihak 
seharusnya menyadari dan harus mempercayai bahwa putusan pengadilan adalah 
benar dan harus dipatuhi, kecuali benar-benar ditemukan adanya kesalahan yang 
nyata dalam penerapan hukum oleh hakim. 
Lebih parah lagi jika masyarakat tidak senang atau tidak percaya suatu 
putusan pengadilan, masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri, 
sehingga peradilan bukan menjadi satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan 
terdakwa bersalah. Banyak contoh adanya perbuatan massa yang menghakimi 
pelaku kejahatan sampai tewas dan bahkan terdapat pelaku kejahatan yang 
terbakar hidup-hidup atau terdapat di kalangan masyarakat yang kecewa atau 
tidak puas terhadap putusan pengadilan. 
Ketidakmengertian masyarakat terhadap Asas Praduga Tak Bersalah 
ternyata bukan hanya terjadi dalam masyarakat awam, tetapi kalangan terpelajar 
dan pejabat tinggi pemerintahan. Selain main hakim sendiri, terjadi pula tindakan 
oleh media yang trial by press di mana media massa memberikan pelaku tindak 
pidana secara berlebihan padahal belum tentu si tersangka atau terdakwa benar-
benar melakukan tindak pidana yang ditentukan. 
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Seharusnya masyarakat sadar akan Asas praduga Tak Bersalah bahwa 
seseorang tidak boleh dipersekusi sendiri dan dinyatakan bersalah sebelum ada 
putusan dari pengadilan. 
Berdasarkan uraian di atas dan melihat bagaimana banyak masyarakat 
melakukan tindakan main hakim sendiri karena kurang percayanya terhadap 
penegakan hukum, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum yang 
berjudul: “Perlindungan Hukum terhadap Korban Main Hakim Sendiri 
dalam Persfektif Asas Praduga Tak Bersalah di Kota Makassar” 
 
B. Fokus Penelelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Perlindungan 
Hukum terhadap Korban Main Hakim sendiri dalam Prespektif Asas Praduga Tak 
Bersalah di Kota Makassar. 
Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Pengertian Perlindungan Hukum 
Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah 
yang akan dapat melindungi suatu hal yang dari hal lainya. Berarti hukum 
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang 
mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut, terkait dengan 
perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu: perlindungan hukum 
yang preventif dan perlindungan hukum secara represif. Pada perlindungan 
yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan utuk mengajukan 
keberatan (insprak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 
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mendapat bentuk yang difinitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang 
preventif mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan 
hukum yang represif untuk menyelesaikan sengketa8. 
2. Pengertian Korban  
Terjadinya tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya 
korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam suatu 
terjadinya tindak pidanan ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban 
dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, 
pengertian ini di ambil dari beberapa penjelasan menegenai korban. 
Berbagai pengertian korban banyak ditemukan baik para ahli maupun 
bersumber dari konvensi-konvensi Internasional yang membahas mengenai 
korban, sebagian antaranya sebagai berikut: 
a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmania dan 
rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan9. 
b. Muladi, korban (victims) adalah orang yang baik secara individual 
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik 
ataupun mental, emosional, ekonomi atau gangguan subtansial terhadap 
hak haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang 
                                                             
8
 Philips M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat DI Indonesia, (Surabaya: PT 
Bina Blmu, 1987), h. 2. 
9
 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan.Akademika, (Jakarta: Presindo, 1993), h. 63. 
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melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk 
penyalagunaan kekuasaan.10 
3. Pengertian Main Hakim Sendiri 
Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda 
“Eigenriching” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 
mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa pengunaan 
alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari 
tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa proses yang sesuai dengan 
hukum.11 
Pengertian tindak main hakim sendiri menurut Sudikno Mertukusumo 
adalah tindak untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang 
bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang 
berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.12 
Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang 
malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati 
hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, 
mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan 
menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. 
 
 
                                                             
10 Maludi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: 
Universitas Diponegoro, 1997), h. 108. 
11Hhtp://library.ikippgrismg.ac.id/docfiles/531ceb52d8ca03ab, diakakses pada tanggal 01 
Januari 2019 pukul 09.30 WITA. 
12Sudikno Mertukusum, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yokyakarta: Liberty, 2010), h. 
03. 
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4. Pengertian Asas praduga Tak Bersalah 
Asas ini merupakan arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan 
kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti 
yang meyakinkan dan tidak terdapat unsur keraguan sedikitpun menyatakan 
dengan tegas kesalahan itu. Asas Praduga Tak Bersalah ini sejalan dengan 
kaidah ushul fiqh, yaitu al-asl bara‟ah al dzimmah (pada dasarnya setiap orang 
terbebas dari berbagai tuntutan hukum). Dengan kata lain seseorang terbebas 
dari tuntutan. Di kalangan ulama ushul fiqh kaidah ini cukup populer bahwa 
seseorang pada dasarnya terbebas dari segala tuntutan kewajiban syara‟, 
kecuali ia dinyatakan sebagai pihak yang memiliki ahliyyah   al wujub atau 
kecakapan untuk dibebani kewajiban karena telah masuk kategori mukalaf 
(orang yang telah balig dan berakal sehat yang layak dibebani kewajiban 
hukum).13 
Mohammad Daud Ali menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur‟an yang 
jelaskan asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan pada orang 
lain juga dapat ditarik asas praduga tak bersalah. Seseorang yang dituduh 
melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dan 
bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas memutus orang 
tersebut bersalah.14  
C. Rumusan Masalah 
                                                             
13
 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 18. 
14 Rahman Syamsuddin, Hukum acara pidana dalam Integrasi Keilmuan, (Makassar:  
Alauddin  University Press, 2013), h. 33. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan 
masalah yang akan dibahas dalamdalam tulisan ini yaitu: 
1. Apa faktor-faktor penyebab main hakim sendiri di Kota Makassar? 
2. Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap korban tindak main 
hakim sendiri dalam perspektif Asas Praduga Tak Bersalah di Kota 
Makassar? 
3. Bagaimana pencegahan hukum supaya tidak terjadi korban main 
hakim sendiri dalam perspektif Asas Praduga Tak Bersalah di Kota 
Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Dari beberapa penusuran terhadap penelitan yang terdahulu telah di 
lakukan, tidak di temukan penelitian secara spesefik sama dengan penelitian ini. 
Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian- penelitian tersebut dapat dikategorikan 
sebagai berikut: 
1. Nur Pujayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Main Hakim 
Sendiri. Universitas 17 Agustus 1945.2016. Fokus penelitian ini, yakni 
dengan memfokuskan pada perlindungan pidana pelaku persekusi. 
Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, yakni Perlindunga 
Hukum Terhadap Korban Persekusi dalam Presfektif Asas Praduga Tak 
Bersalah di Kota Makassar. 
2. Edo Satria Mandala, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap 
Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan. Universitas 
Hasanuddin, 2016. Fokus penelitian ini, yakni dengan memfokuskan pada 
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penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap pelaku pencurian yang 
disertai dengan kekerasan. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan 
oleh peneliti, yakni penerapan Asas Praduga Tak Bersalah terhadap korban 
persekusi. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki 
perbedaan kajian. 
3. Lusty Nur Safitri, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses 
Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polres Brebes. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. Fokus penelitian ini, yakni dengan 
memfokuskan pada penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses 
penyidikan tindak pidana pembunuhan di polres brebes. Sedangkan fokus 
penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penerapan asas praduga 
tak bersalah terhadap korban persekusi. Sehingga penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti memiliki perbedaan kajian. 
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat 
mengemukakan tujuan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahuai faktor-faktor penyebab main hakim sendiri di Kota 
Makassar. 
b. Untuk mengetahui pencegahan hukum terhadap korban main hakim 
sendiri dalam perspektif Asas Praduga Tak Bersalah. 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis maupun 
secara akademis sebagai berikut: 
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a. Kegunaan praktis 
Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum 
khususnya hukum pidana terutama bagi penegak hukum dalam memberi 
perlindungan terhadap korban main hakim sendiri dalam perspektif Asas 
Praduga Tak Bersalah. 
b. Kegunaan teoritis 
Sebagai sarana memperluas wawasan bagi para pembaca terkhusus juga 
bagi penulis mengenai Pelindungan Hukum Terhadap Korban Main  
Hakim Sendiri dalam Asas Praduga Tak Bersalah.  
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Definisi Perlindungan Hukum  
 Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 
kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum 
yang harus diberikan oleh aparat penengak hukum atau memberikan rasa aman, 
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak 
manapun. 
Menurut Setiono, Perlindugan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk 
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 
tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman   
sehingga memungkinkan manusia untuk melindungi martabatnya sebagai 
manusia.15 
Menurut Phlips M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai 
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi satu hal dari yang 
lainnya, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-
subjek melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan 
pelaksanaanya dengan satu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 
dua, yaitu: 
                                                             
15Faisal Amir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku tindak Pidana Dalam Proses 
Penyidikan (studi kasus di Kepolisian Resoert Maros), Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas 
Hasanuddin), 2017, h. 6. 
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a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 
dengan tujuan dengan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini 
terdapat dalam peraturan perudang undangan dengan maksud untuk mencengah 
sesuatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan - batasan 
dalam melakukan satu kewajiban. 
b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum refresif merupakan 
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan 
yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 
pelanggaran.16 
Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung hal (perbuatan dan 
sebagainya memperlindungi). Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 adalah 
segala upaya yang di tunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang di 
lakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan 
pengadilan. 
Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon” atau manusia 
hidup tidak mungkin atau memisahkan diri dengan sesamanya mereka punya 
kemauan, keinginan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain dan untuk 
memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingannya yang berbeda satu sama lain dan 
untuk memenuhi kemauan, keinginan dan kepentingan itu manusia harus 
berhubungan dengan sesamanya.17 
                                                             
16Philips M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Pt Bina 
Ilmu, 1987), h. 2. 
 
17
 Zaenal Asyhadie dan Arif Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Depok: PT RajaGrafindo 
Persada,2017), h. 3. 
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 Perlindungan Hukum adalah merupakan suatu bentuk perangkat hukum 
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan 
dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang 
tertulis maupun yang tidak tertulis. 
B. Definisi Main Hakim Sendiri Sendiri 
  Tindakan main hakim sendiri aksi sepihak atau “eigenrechting” merupakan 
tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-
wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakekatnya tindakan 
menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi perorangan.18 
  Hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur dengan jelas tentang bagaimana 
menjaga human right atau hak asasi manusia. Ini dijelaskan dalam Undang-Undang 
dasar 1945 Pasal 28 a-j. Selain itu dalam hukum pidana  (KUHP) juga menjelaskan  
ancaman bagi mereka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri diantaranya 
adalah Pasal 170 ayat 1 yang berbunyi “barang siapa yang terang-terangan dan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun enam bulan”.19 
  Pengertian eigenrechting seperti diatas, dapat di maknai bahwa main hakim 
sendiri adalah tindak atau cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 
mengindahkan hukuman, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat 
kekuasaaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai 
tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses/prosedur yang sesuai 
dengan hukuman. 
                                                             
18
 Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, h. 23. 
 
19 Redaksi Bhafana  Publishing, Kitab Udang-Undang  Hukum Pidana dan Kirtab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, 2017, h. 108. 
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Jadi secara eksplisit telah dijelaskan bahwa tindakan main hakim sendiri 
merupakan  perbuatan melawan hukum. Sehingga sebagai warga Negara kiranya lebih 
bijak dalam mengambil tindakan. Sebagai masyarakat yang menjujung tinggi falsafah 
Pancasila untuk mengedepankan toleransi. 
C. Pengertian penganiayaan 
penganiayaan adalah suatu yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik dan 
kesehatan yang bertentangan dengan hukum. Mengenai pengertian penganiayaan ini.  
Penganiayaan berasal dari kata „aniaya‟ yang berarti perbuatan bengis. Hal 
tersebut tersebut dijelaskan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesesia  yang 
merumuskan bahwa penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti melakukan 
perbuatan sewenang-wenang seperti melakukan penyiksaan dan penindasan. 
Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka dapat dipahami penganiayaan dapat 
diartikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan orang lain menderita atau 
merasakan sakit. 
1. Unsur-unsur penganiayaan  
Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan adalah dari 
Pasal 351 samapai Pasal 358 KUHP. Pada rumusan pasal-pasal tersebut, dapat 
ditemui kalimat-kalimat seperti barangsiapa, luka berat, merusak kesehatan 
menjadi sakit dan berhalangan untuk melaksanakan jabatan atau pekerjaan. 
Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, dapat simpulkan bahwa 
unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut: 
a. Unsur objektif, yaitu: 
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1. Unsur barangsiapa, yang itu yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang 
melakukan perbuatan penganiayaan, yang mana terhadap perbuatan dan orang 
yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Unsur menjadi sakit, halangan melainkan jabatan atau pekerjaan, unsur 
menjadi/penyebabkan luka-luka berat atau luka parah, unsur merusak kesehatan 
dan unsur menyebabkan kematian bukan sebagai maksud dan tujuan yang 
ditujukan kepada orang yang dianiaya, bukan merupakan suatu akibat dari 
penganiayaan. 
b. Unsur subjektif, yaitu:  
Unsur dengan segaja, penganiayaan sengaja menurut ilmu hukum dibagi atas 3 
(tiga) kategori yaitu sebagai berikut: 
1. Sengaja sebagai maksud, yaitu adanya kehendak untuk melakukan perbuatan atau 
mencapai akibat yang dimaksud. 
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti, yaitu mengetahui dengan pasti atau yakin 
bahwa selain akibat yang dimaksud, akan terjadi suatu akibat yang lain. 
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan, yaitu bahwa seerang melakukan 
perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi si 
pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan 
diancam oleh Undang-undang. Dalam doktrin/ ilmu pengetahuan hukum pidana, 
penganiayaan mempuyai unsur sebagi berikut: 
a. Adanya kesengajaan. 
b. Adanya perbuatan. 
c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu: 
1. Rasa sakit pada tubuh. 
2. Luka pada tubuh. 
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Unsur pertama adalah berupa subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga 
berupa unsur objektif. 
 
2 Jenis-jenis penganiayaan 
Berdasarkan Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana 
penganiayaan yaitu mulai dari Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP,  maka jenis 
penganiayaan dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) jenis yaitu: 
a. Penganiayaan biasa 
jenis penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 KUHP yang rumusanya 
sebagai berikut: 
1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lama 2 (dua) tahun 8 
(delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya  Rp 4500,- ( empat ribu lima 
ratus rupiah). 
2. Jika perbuatan itu menjadi luka- lika berat, si pelaku dihukum selama-lamanya 
5 (lima) tahun. 
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-
lamanya 7 (tujuh) tahun. 
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. 
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum. 
3. Penganiayaan ringan  
Jenis penganiayaan ringan ini diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang 
rumusannya sebagai berikut: 
1. Selain daripada apa yang disebutkan dalam Pasal 352 KUHP dan 356 KUHP, 
maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk tidak 
melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum 
23 
  
 
 
penjara selama-lamanya 3 (tiga) 9 bulan  atau denda sebanyak-banyaknya Rp 
4500,- (empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini boleh ditambah dengan 
sepertiga, bila kejahatan itu dilakukan terghadap orang yang bekerja padanya 
atau yang ada dibawah perintahnya. 
2. Percobaan melakukan kejahatan tidak dapat dihukum. 
 
4. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 
Jenis  penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam 353 
KUHP, yang rumusannya sebagai berikut: 
1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu  dihukum 
penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun. 
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si pelaku dihukum penjara selama-
lamanya 7 (tujuh) tahun. 
3. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-
lamnya 9 (sembilan) tahun. 
5. Penganiayaan berat  
Jenis penganiayaan berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang rumuanya 
sebagai berikut 
1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena 
penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) 
tahun. 
2. Jika perbatan menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara 
selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun. 
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6. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu 
Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam Pasal 
355 KUHP, yang rumusan sebagi berikut: 
1. Penganiyaan berat yang dilakukan dengan direncankan terlebih dahulu, 
dihukum penjara selama-lamnya 12 (dua belas) tahun. 
2. Jika perbuatan ini mengakibitkan kematian orangnya si tersalah dihukum 
selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
pengertian penganiaan berat adalah perbuatan yang dilakukan dengan 
sengaja menyebabkan atau mendatangkan lika berat yang merupakan 
tujuan utama dan buka merupakan suatu akibat saja. Jadi niat si pelaku 
harus ditunjukan kepada melukai berat, Artinya bahwa lika berat harus 
dimaksudkan oleh pembuat atau pelaku. Jika luka berat hanya sebagai 
akibat saja dan bukan tujuan, maka itu termasuk kedalam kualitas 
penganiayaan biasa yang berakibat luka berat yaitu Pasal 351 ayat (2) 
KUHP.20 
 
D. Definisi Korban Dalam Hukum Pidana 
   Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperang adalah penuntut 
umum, hakim, terdakwah dan penasehat hukum serta saksi-saks i. Pihak korban 
diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya 
bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa 
mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai dengan kemauannya, sehingga 
kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan. 
                                                             
20
 Ledeng, Marpuang. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005), h. 50-62.  
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 Bahkan pengabaian korban (victim) terjadi pada tahap tahap penyidikan, 
penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan prosesnselanjutnya. Diabaikan 
eksistensi korban dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita terjadi karena 
bebearpa faktor, yaitu sebagai berikut. 
1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya 
secara demensial. 
2. Pengatasan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan 
pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional bertanggung jawab dan 
bermartabat. 
3. Pemahamana dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan 
pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan 
mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita). 
 Menurut kamus Criminal Dictionary yang dikutip seseorang ahli bahwa victim 
adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian 
harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana  dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “ 
orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari 
pelanggaran atau tindak pidana. 
 Selaras dengan pendapat di atas Arif Gosita menyatakan yang dimaksud 
dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain  yang 
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi  yang menderita”. Ini menggunakan 
istilah penderitaaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga 
bertentangan dengan hak asasi manusia dan korban. 
26 
  
 
 
 Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban yang 
dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental 
atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 
 Ternyata perlindungan korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam 
perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada suatu pengertian yang baku, namun 
hakikatnya adalah sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung 
sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, 
pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban 
seperti tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006. 
 Menurut Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan terhadap korban dan Saksi-Saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, 
korban adalah “orang perseseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia  yang berat yang 
memerlukan perlindunga fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan 
kekerasan mana pun”. 
 Sedangkan yang disebutkan korban menurut Undang-Undang Nomor Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “orang yang 
mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. 
Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi 
Kebenaran dan Rekonsilidasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang 
perseseoragan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental 
maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau 
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perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat 
termasuk korban atau ahli warisnya”.21 
E. Definisi Asas Praduga Tak Bersalah 
  Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia istilah Asas Praduga Tak Bersalah 
sudah amat dikenal diteliga masyarakat. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah ialah 
pemikiran atau prinsip yang menganggap seseorang belum dinyatakan bersalah 
terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya telah melanggar norma dalam 
masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut asas ini, seseorang atau 
masyarakat tidak bisa menjadi hakim atau pemutus apakah perbuatan seseorang itu 
benar atau salah, yang berhak untuk menentukan salah satu tindakan seseorang itu 
ialah hakim setelah melalui proses persidangan di pengadilan. 
  Dasar dari Asas Praduga Tak Bersalah di antaranya Pasal 11 ayat (1) 
Declaratoin of Human Right yang menegaskan bahwa: “Setiap orang yang dituduh 
melakukan pelanggaran pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti 
kesalahannya menurut hukum oleh suatu sidang pengadilan terbuka dimana 
memperoleh semua jaminan yang diperlakukan untuk pembelaanya‟‟.22 
   Dalam bahasa asing, Asas Praduga Tak Bersalah juga disebut dengan istilah 
Presumpation of Innocence. Sesuatu yang sangat penting dan akan dilindungi melalui 
asas ini ialah kebebasan dan Hak-hak asasi manusia yang menjadi ciri khas dari suatu 
Negara hukum. 
                                                             
21Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2011), h. 8-11. 
 
22Baharuddin Lopa, AL Qu’an dan Hak-Hak Manusia, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 1996), 
h. 33. 
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  Pembahasan mengenai Asas Praduga Tak Bersalah termasuk dalam lingkup 
pembicaraan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana itu sendiri tujuannya 
adalah: 
a. Untuk mencari atau mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati 
kebenaran yang materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari 
suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum 
Acara Pidana secara jujur dan tepat. 
b. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan tindak 
pidana. 
c. Mengapa agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana meskipun 
orang tersebut telah dituduh melakukan tindak pidana.23 
Dalam hukum Islam tujauan Pidana itu sendiri esensi dari pemberian hukum 
bagi pelaku suatu tindak pidana (Jarimah) adalah mencegah serta balasan (al-ishalah 
waz Zahru) dan yang kedua adalah perbaikan dan pengajaran (al-ishlah wat tehszib).24 
Maka sejatinya tujuan Asas Praduga Tak Bersalah itu pun tidak bisa lepas dari 
tujuan acara hukum pidana yang dimaksud. Dengan kata lain, dengan menerapkan 
Asas Praduga Tak Bersalah ini diharapkan agar dalam menempuh prosedur acara di 
persidangan, tidak sampai pelanggaran terhadap hak-hak Manusia, lebih-lebih jangan 
sampai terjadi hakim menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang sesunggungnya 
tidak melakukan tindak pidana. 
1. Konsep Praduga Tak Besalah 
Doktrin hukum yang disebutkan dengan “praduga tak bersalah” 
(presumpation of innocence) sudah sangat terkenal dihampir semua sistem hukum di 
                                                             
23
 Loebby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Chalia Indonesia, 1990), h. 6. 
24Hamzah Hazan, Hukum pidana Islam 1, (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 
210. 
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dunia ini. Beberapa istilah bahasa Inggris yang dianggap sepadan dengan istilah 
presumpation of innocence anatara lain belief of innocence di samping itu ada 
ungkapan dalam bahasa Latin menyatakan bahwa ei incumit probation qui  dicit, non 
qui negat, yang berarti beban pembuktian ada pihak yang menyatakan sesuatu, bukan 
di pihak yang membantahnya.  
 Sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan kepadanya, maka tersangka 
tidak dapat dianggap bersalah. Dari ungkapan bahasa latin inilah kemudian muncullah 
doktrin yang dikenal dalam hukum pidana berupa doktrin “praduga tak bersalah” 
dalam artian seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau diberlakukan sebagai pihak 
yang bersalah sebelum terbukti di pengadilan tingkat terakhir yang sudah berkekuatan 
tetap secara meyakinkan tanpa keraguan yang patut yang membuktikan bahwa 
tersangka tersebut memang bersalah secara hukum. Doktrin ei incubit probation qui 
dicit, non qui negat yang merupakan versi aslinya, sebenarnya sudah tertulis dalam  
Digest  of Justinian yang dibuat pada abad ke-6 Masehi tersebut, kemudian secara 
singkat (versi singkat) sering disebut saja dengan doktrin ei incubit  probation qui 
negat; cum prerum naturam factum negantis probation nulla sit. Artinya, beban 
pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang 
membantahnya kerena pada hakikatnya secara alamiah, siapa yang membantah secara 
alamiah, siapa yang membantah secara fakta, tidak mungkin menunjukkan alat bukti. 
 Beberapa konsep hukum yang bertautan secara yuridis dengan teori praduga tak 
bersalah dalam hukum dapat di sebutkan sebagai berikut: 
 
 
 
a. Konsep Ei Incumbi Probation Qui Dicit, Non Qui Negat 
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Konsep yang bersalah dari hukum Romawi ini berarti bahwa siapa yang 
menyakan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya, bukan siapa yang 
membantahnya. 
b.  Konsep keharusan pembuktian  
Konsep ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum 
jika ada bukti-bukti untuk itu. 
c. Konsep kekuatan pembuktian 
Konsep kekuatan pembuktian ini mengatakan bahwa untuk membuktikan suatu 
tindakan pidana yang diperlukan bukan hanya adanya alat bukti saja, melainkan 
alat bukti tersebut harus kuat yakni sampai terbukti secara sah dan meyakinkan 
dan pembuktian seperti itu hanya mungkin dilakukan oleh para penuntut umum 
yang memang sudah profesioanal mencari alat bukti seperti itu. Karena itu konsep 
kekuatan alat bukti ini juga masih sejalan dengan teori praduga tak bersalah.25 
2. Perkembangan Doktrin Asas Praduga Tak Bersalah 
Adalah pandangan yang telah diterima umum bahwa doktrin praduga tak 
bersalah dari tradisi hukum eropa kuntinental, khususnya dari system hukum Romawi. 
Meskipu begitu, masih ada pihak sarjana barat menentang pendapat tersebut dengan 
menyatakan bahwa sebenarnya teori presumpation of innocence tersebut bukan 
berasal dari sistem hukum Romawi, dengan menyakan bahwa: 
1.  Teori presumpation of innocence sebenarnya berasal dari tradisi hukum Inggris 
tetapi tidak mendapatkan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk itu. 
2. Teori presumpation of innocence setidak-tidaknya sudah ada sejak zaman 
Yunani, sebelum berkembangnya system hukum Romawi. 
3. Teori presumpation of innocence berasal dari hukum alam. 
                                                             
25Munir Fuady dan Syvia Laura L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2015), h. 201-208. 
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4. Teori presumpation of innocence sudah ada dalam kitab suci orang Yahudi 
(Kitab Taurat) yang menceritakan ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa 
keluar dari surga ke bumi Tuhan masih memberikan hak untuk membuktikan 
kepada adam memakan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam menjawab bahwa 
buah khudli tersebut adalah diberikan dan disuruh makan oleh Hawa, Seorang 
wanita yang telah dianugrahkan kepada Nabi Adam. Konon kemudian hukum 
Yahudi mengenal dan memperlakukan teori presumpation of innocence dalam 
hukumnya. 
Jadi, dalam sejarah perkembangan teori Praduga Tak Bersalah ini telah 
cukup lama berkembang secara evaluative. Yang semakin hari semakin kuat 
evaluatifnya, yang semakin hari semakin kuat berlakunya sistem hukum Anglo Saxon 
misalnya, evalusi perkembangan teori Praduga Tak Bersalah mulai dikenal sejak abab 
13 Masehi, berkembang sedikit demi sedikit, penuh lika liku dan mendapat tantangan 
dan ujian berat terhadap kasus-kasus yang melibatkan kaum marginal, sampai 
akhirnya teori Praduga Tidak Bersalah diakui oleh Ius Commune (hukum alam). Yang 
dimaksud pengadilan terhadap kaum marginal dan minoritas lainnya. Disamping itu, 
teori praduga tak bersalah ini telah banyak andilnya dalam perjuanga penghapusankan 
pemeriksaan dan perlakuan tersangka pidana secara kejam dan tidak 
berprikemanusiaan, yang terjadi di zaman dahulu. Perjuangan seperti ini sangat terasa 
di abad-abad ke-16, 17 dan 18 Masehi26. 
 Di samping itu ada teori yang mengatakan mengapa masyarakat itu mau 
menaati hukum. Teori teokrasi menjelaskan bahwa ketaatan masyarakat kepada 
                                                             
26Munir Fuady dan Sylvia L. Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, h. 230-231. 
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hukum karena hukum dianggap sebagai kehendak atau kemauan Tuhan. Manusia 
sebagai salah satu ciptaan-nya di dunia wajib taat kepada hukum ciptaan tuhan itu.27 
 Sementara itu, keberadaan hukum dalam masyarakat bukan hanya berfungsi 
untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat melainkan juga 
diharapkan menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga 
masyarakat kearah yang positif. Dengan begitu hukum akan memiliki daya kerja yang 
baik apabila dua fungsi hukum betul-betul membumi dalam kehidupan masyarakat.28 
  Konteks kehidupan masyarakat Indonesia, maka sumber nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat adalah Pancasila sebagai sistem nilai dasar. Pada sila kedua dari 
Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab terkadang nilai perlunya 
menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Diantara nilai-nilai 
kemanusiaan perlu dihormati dan dijujung tinggi itu adalah nilai kebebasan. Artinya, 
bahwa berdasarkan falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, hukum yang berlaku 
di Indonesia harus memberi perlindungan kepada setiap warga negaranya untuk 
menikmati hak kebebasan. Termasuk dalam pengertian kebebasan ini ialah bahwa 
setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas kekayaan yang ada di tangannya 
sebagai kekayaan yang Legal, dan berhak untuk dianggap sebagai orang yang baik, 
bebas dari anggapan kesalahan sebulum ada bukti yang menyatakan kebaikannya. 
Hak ini termasuk di antara Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh hukum. 
3. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM) 
Istilah Hak Asasi Manusia merupakan terjemahan dari istilah droits de I 
home dalam bahasa Perancis atau Human Ringhts dalam bahasa Inggris, yang artinya 
“hak manusia”. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah “hak yang 
                                                             
27Lili Rasjidi, Dasar-dasr filsafat Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 86. 
28 Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsuddin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Mintra  
Wacana Media, 2014), h. 74. 
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melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah 
Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugrah Ilahi. Berarti hak-
hak manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang 
tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur 
dan suci.29 
  Sedangkan menurut pendapat yang lain hak asasi manusia adalah merupakan 
hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang secara 
merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat. Bangunan dasar HAM yang 
melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan 
semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas prakmatisme 
kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa 
dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan 
berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.30 
  Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara 
Indonesia yaitu diatur dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: 
  Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang dijunjung tinggi dan dilindungi 
oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. 
  Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia dan tidak dapat 
diganggu oleh siapapun, oleh karena itu terhadap Hak Asasi Manusia Negara sebagai 
                                                             
29Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Lembaga 
kriminologi Universitas Indonesia, 1983), h .7-8. 
30 Harifin A Tumpa, Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan, (Makassar: PuKAP, 
2009), h. ix. 
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pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak warga 
Negara tersebut. 
  Konsep Hak Asasi Manusia menjadi topik yang selalu aktual dibicarakan 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena persoalan HAM menyangkut 
kehidupan manusia yang menjadi unsur penting dari penyelenggaraan sebuah Negara 
agar dapat memenuhi perlindungan HAM sampai sekarang masih sering 
diperdebatkan. 
  Hal ini pula menjadi persoalan dalam memberikan pengertian HAM. Masing-
masing Negara memiliki pandanagan yang berbeda dalam pemenuhan HAM sesuai 
Ideologi Negara yang bersangkutan. Padahal kalau di telususi hakikat HAM yang 
melekat dalam diri manusia terasa dari konsep yang universal tanpa adanya perbedaan 
ideologi, politik, budaya dan sistem hukum suatu Negara. Kesadaran HAM bersifat 
universal seperti ini dirasakan pasca perang dunia yang banyak menimbulkan korban 
jiwa manusia.31 
  Globalisasi yang bergulir pada tahun 80-an bukan saja melanda masalah 
kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, iptek, social, 
budaya dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan 
tentang HAM, transparansi dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan 
HAM, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM 
Internasional yang diakui oleh Negara-negara PBB ke dalam hukum positif nasional 
sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga 
masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat dua untuk memainkan peran dalam 
mempromosikan dan melindungi HAM terhadap kehidupan masyarakat bangsa 
Indonesia. Penerapan Instrumen HAM Internasional dalam hukum positif nasioanal, 
                                                             
31 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM Presfektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana 
Internasional, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 11. 
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maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 
  Konsep HAM yang sebelumnya cenderung bersifat teologis, filsafat, ideologi, 
atau moralitik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan 
cenderung ke sifat yuridik dan politik, karena instrument HAM dikembangkan 
sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum Internasional baik tertulis maupun tidak 
tertulis. Instrument- instrument tersebut akan membebankan kewajiban Negara 
anggota PBB sebagai mengikat secara yuridis sebagai lagi kewajiban secara moral 
walaupun para Negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal. 
 Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai 
universal berarti tidak mengenai batas ruang dan waktu, nilai universal yang 
kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai Negara 
untuk dapat melindungi dan menengakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai 
universal ini dilakukan dalam instrumen Internasional, termasuk perjanjian 
Internasional di bidang HAM yang universal ternyata dalam penerapan tidak memiliki 
kesamaan dan keseragamaan.32 
a. Kaitan Antara Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) 
HAM adalah suatu hak yang melekat dalam diri manusia, baik 
konsekuensinya sebagai manusia maupun sebagai warga Negara. Untuk lebih 
menegaskan konsep HAM ini agar dapat dinikmat oleh manusia, maka dibutuhkan 
sebuah instrumen dan institusi. Hukum merupakan instrumen yang penting dan 
digunakan dalam perlindungan HAM. Meskipun sebenarnya keberadaan HAM 
mendahului hukum. 
                                                             
32 H. Mauludi, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Prespektif 
Hukum dan Masyarakat, (Bandung: PT Refika Adim, 2005), h. 6. 
36 
  
 
 
Mengenai hubungan antara Hukum dan HAM bahwa nilai-nilai HAM harus 
di tuangkan dalam sebuah instrumen hukum. Artinya hukumlah yang memberikan 
penegasan dan perlindungan terhadap HAM. Bahkan membentuk Negara hukum 
salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap HAM. 
Jadi dipahami bahwa hukum itu adalah sebuah norma atau kaidah yang 
menjadi pedoman apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam 
menjalankan kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar, maka akan dikenakan 
saksi oleh otoritas yang di berikan kewenangan untuk menegakkan hukum tersebut. 
Jadi jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia maka norma hukum sangat 
penting digunakan sebagai instrumen yang menegakkan HAM. Subtansi atau nilai 
HAM meliputi keadilan, persamaan, kepastian, ketenangan, perlindungan, 
ketentraman, kesejahteraan dan juga manfaat bagi manusia33. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
33 Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana 
Internasional, h. 21-23. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 1. Jenis Penelitian   
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum 
normative dan penelitian hukum emperis. Penelitian hukum normatif sering kali 
hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 
(law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang 
merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap yang dianggap pantas. Law In 
book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering 
berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda hukum dalam kehidupan 
masyarakat. 
Sedangkan penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum 
yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana 
menelti yang ada hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum 
emperis dikatakan sebagai hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian 
hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan 
hukum atau badan pemerintah. 
2. Lokasi penelitian  
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang 
dipilih peneliti di Kota Makassar yaitu  Polretabes kota Makassar dan PBHI 
Makassar. Adapun alasan mengapa memilih lokasi ini dikarenakan Polrestabes dan 
PBHI Makassar memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap 
korban khususnya di kota Makassar. Peneliti juga menilai bahwa sesuai dengan judul 
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skripsi yakni Perlindungan Hukum Terhadap Korban Main Hakim Sendiri dalam 
Presfektif Asas Praduga Tak Bersalah, maka peneliti memandang perlu melakukan 
penelitian di Polrestabes dan PBHI Makassar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan data dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) dan pendekatan kasus (Case 
Approach). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 
dengan menelah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan 
permasalahan.34 Sendangkan pendekatan  kasus yaitu dengan melakukan wawancara 
langsung dengan Kepala POLRESTABES  dan Ketua PBHI Makassar mengenai 
Perlindungan Hukum terhadap Korban Main hakim Sendiri dalam Perpektif Asas 
Praduga Tak Bersalah di Kota Makassar. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga alat 
pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 
observasi dan wawancara langsung. Adapun metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: 
1. Metode Penelitian Pustaka (library research), yakni penelitian pustaka 
dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang 
bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen perkara serta peraturan-
peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Metode Penelitian Lapangan (field research) yakni penelitian lapangan 
peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan dua metode yaitu: 
a. Observasi yaitu penulis mendatangi langsung ke lokasi penelitian. 
                                                             
34Peter Mahmud arzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), h.158-166. 
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b.  Wawancara (interview) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan 
dikumpulkan maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang diteliti. 
D. Instrumen Penelitian 
  Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat 
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, dokumentsi 
dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-
sumber informasi. 
E. Teknik pengelolaan dan Analisis Data 
1.  Teknik Pengelolaan Data  
  Adapun teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah diolah 
berdasarkan dengan pihak pihak dua sumber data yakni: 
1. Primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas, melalui wawancara kepada pihak Kepolisian 
Polretabes kota Makassar yang bertugas memberikan perlindungan hukum 
terhadap korban main hakim sendiri. Data primer juga merupakan data 
yang memiliki tingkat dan rehabilitas tinggi dalam memecahkan masalah 
yang dilakukan dan didukung oleh data sekunder. 
2. Sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literature 
atau studi kepustakaan, buku-buku, tulisan, hasil penelitian, peraturan 
perundang-undangan dan lain sebagainya yang berhungan erat dengan 
masalah yang akan diteliti.35 
 
 
                                                             
35Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 181. 
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2. Analisis Data  
Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisa 
dengan teknik kualitatif kemudian disaksikan secara deksriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang serta kaitannya 
dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kota Makassar terletak antar 199°24'17'38" Bujur timur dan 5°8'6'19" Lintang 
Selatan yang berbatasan utara dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan kabupaten 
Gowa seblah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 
175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. 
Secara adimistrasi  Kota Makassar mempunyai batas-batas wilayah yaitu 
seblah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa, Sebelah utara berbatasan dengan 
Kabupaten Pangkajenne Kepulauan, Seblah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Maros dan seblah barat berbatasan dengan selat sunda Makassar. Topongrafi pada 
umumnya berupa daerah pantai. Letak ketinggian Kota Makassar berkisar 0,5-10 
meter dari permukaan laut. 
Kota Makassar memiliki wilayah 176,77 km yang terbagi kedalam 14 
kecamatan dan 143 kelurahan. Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makasar juga 
memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat merupakan bagian dari dua kecamatan 
yaitu kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah. Pulau-pulau yang merupakan 
gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau 
Sangkarang, atau disebut juga Pulau-pulau Pabbiring atau dikenal dengan nama 
Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), pulau langkai, 
Pulau lumu-lumu, Pulau bone tamung, Pulau Kodingareng keke, Pulau Samalona, 
Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung dan Pulau Kayangan (terdekat). 
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Penduduk Kota Makassar sensus penduduk tahun 2017 tercatat sebanyak 
1.469.5741 jiwa yang terdiri 727.287 laki-laki 742.287 Perempuan. Sementara itu 
jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2018 tercatat sebanyak 1.769.920  jiwa. 
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat di tunjukkan dengan rasio jenis 
kelamin penduduk Kota Makassar  yaitu sekitar 92.17 persen, yang berarti setiap 100 
penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. 
Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan  
menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi diwilayah  kecamatan tamalate 
yaitu sebanyak 194,493 atau sebesar 12,14 persen dari total penduduk, disusul 
kecamatan Rappocini sebanyak 145.090 jiwa (11,40 persen). Kecamatan panakukang 
sebanyak 136.555 jiwa (10,73 persen) dan yang terendah adalah kecamatan Makassar 
adalah terdapat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul kecamatan mariso  (30.457 
jiwa per km persegi. Kecamatan Bontoala (29. 872 per km persegi). 
Sedangkan kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan 
penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian kecamaytan 
Tamalarea 2.841 jiwa per km persegi) Manggala (4.163 jiwa per km persegi), 
kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa km persegi). Kecamatan panakukang 8.009 jiwa 
per km persegi. Wilayah wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah 
pemukiman  terutama di 3 (tiga ) kecamatan yaitu Bitringkanaya, Tamalarea, 
Maggala.36 
Kondisi sosial untuk kota Makassar khususnya untuk peradilan dan criminal 
jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan ada 972 orang  laki sebanyak 808 
orang dan perempuan sebanyak 164 orang  jumlah ini lebih banyak dibanding tahun-
                                                             
36Makassarkota.go.id/geografis/ (Diakses 14 januari 2019), Pukul 12.00  
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tahun sebelumnya dimana hal ini disebabkan meningkatnya kriminalitas di kota 
Makassar yang masih belum efektif. Data ini diliris oleh pemerintah kota Makassar. 
Gambaran ini akan menjadi salah satu acuan dalam menganalisis problematika sosial 
khususnya fenomena tindak main hakim sendiri Eigenrichting akhir-akhir ini marak 
terjadi di kota Makassar.  
B. Faktor penyebab Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigerichting) di Kota 
Makassar 
 1.  Faktor Penegakan Hukum dan faktor psikologi sosial 
 Pada dasarnya faktor-faktor penyebab tindak main hakim sendiri dapat 
diananlisis dalam dua ruang lingkup analisis yakni linkup hukum dan lingkup 
psikologi sosial. Kedua ruang lingkup tersebut memiliki keterkaitan. Pertama, pada 
lingkup aspek keberadaan hukum, main hakim sendiri secara tidak langsung 
mengindikasikan adanya upaya pengesampinkan hukum yang berlaku dalam 
masyarakat. Sedangkan pada lingkup yang kedua, yakni psikologi sosial, main hakim 
sendiri bukanlah suatu prilaku yang muncul secara apa adanya melainkan timbul dari 
suatu sebab dan muncul melalui sebuah proses. 
 Hukum dan perundang-undangan merupakan dua hal yang memiliki kesamaan 
dari keduanya adalah sama-sama berfungsi sebagai pedoman perilaku atau norma agar 
tercipta kehidupan yang tentram dan damai, hukum berfungsi sebagai a tool of social 
enginering. Sedangkan perbedaan antara keduanya terkait dengan bentuk dan ruang 
lingkupnya. Hukum merupakan wujud peraturan yang lebih luas dibandingkan dengan 
perundang-undagan. Hukum tidak selalu dalam bentuk tertulis melainkan dapat pula 
berbentuk tidak tertulis. Sebaliknya perundang-undangan adalah peraturan yang 
berbentuk tertulis dan merupakan bagian dari hukum. 
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 Setiap masyarakat, baik dalam wilayah admistrasi pedesaaan maupun perkotaan 
yang secara kultur primitive maupun modern memiliki dan memberlakuan hukum. 
Jenis hukum yang berlaku dapat dibeda-bedakan bentuk dan pelakasanaanya. Pada 
sebagian besar masyarakat pedesaan secara kultur kecenderugan masih mengunakan 
hukum adat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah hukum 
masih dilakukan secara konvensioanal dengan mengedepankan hukum adat yang 
berbentuk tidak tertulis. Sistem kekerabatan yang masih kuat juga ikut berpengaruh 
dalam penyelesaian hukum masyarakat pedesaan. Sedangkan pada masyarakat 
perkotaan lebih cenderung mengedepankan hukum tertulis dalam menyelesaiakan 
masalah hukum. Perbedaan secara kultur ini jelas mengindikasikan bahwa bentuk 
hukum yang beralaku memiliki hubungan dengan bentuk masyarakat. 
 Adanya perbedaan bentuk maupun secara kultur, hukum yang berlaku di 
masyarakat fungsi yang sama yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan 
ketentraman masyarakat. Atas dasar itu kemudian berbagai cara dilakukan agar tujuan 
tersebut bisa dicapai, mulai dari pembentukan perangkat dan lembaga-lembaga 
hukum sampai pada pembentukan kultur hukum. Namun upaya tersebut selalu 
berajalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keberadaaan perangkat hukum, 
lembaga yang berwenang, masih saja sebagian masyarakat dalam menyelesaikan 
masalah hukum melakukannya dengan cara diluar dari prosedur hukum yang ada, 
baik dari sisi aturan maupun wewenang. Hal ini kemudian yang kita sebut sebagai 
tindak main hakim sendiri atau Eigenrichting. 
  Beragam jenis kejahatan banyak terjadi dan umumnya pelaku kejahatan yang 
menjadi korban tindak main hakim sendiri adalah pelaku pencurian. Tindakan main 
hakim sendiri bukan hanya disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap penegak 
hukum dan institusi hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah penegaknya. 
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Tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung memang merupakan bentuk 
pengesampingan hukum. Kasus pencurian misalnya, bahwa jelas untuk pelaku 
pencurian telah ada ketentuan dalam peraturang perundang-undangan yang mengatur 
mengenai sanksi bagi pelaku, yakni dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) Bab  XXII yang membahas tentang pencurian yang diatur dalam enam Pasal 
367. Dalam Pasal tersebut dijelaskan tentang sebagai bentuk pencurian dengan 
klasifikasi sanksi pidana yang disesuaikan dengan jenis dan ancaman pidana penjara 
maksimal 5 sampai 9 tahun atau denda maksimal Sembilan ratus rupiah. 
 Makassar yang berkembang sebagai kota metropolitan tentu tidak lepas dari 
beragam bentuk kejahatan. Data yang penulis kumpulkan khusus dari laporan yang 
diterima di Polrestabes Makasar bahwa tidak ada data dalam bentuk kuantitatif yang 
disiapkan untuk mengukur berapa jumlah tindak main hakim sendiri yang dilakukan 
oleh masyarakat ketika menemukan atau menangkap pelaku kejahatan. Namun untuk 
perkembangan tindak main hakim sendiri dapat dibuktikan secara empiris dengan 
maraknya kasus yang diterima dan diitangani dikepolisian di bawah wewenang 
KAMTIMBAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). 37  Dari Hasil wawancara 
tersebut bahwa salah satu faktor penyebab melakukan main hakim sendiri disebabkan 
oleh adanya dorongan yang merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh 
Smelser sebagai a hostile aoutburst (ledakan amarah). Hal ini bisa di sebabkan karena 
adanya ketidak percayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum 
dipandang sudah tidak mampu memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi 
masyarakat. 
 Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat hakekatnya untuk memberikan 
jaminan keamanan dan ketentraman. Jaminan dan ketentraman yang dimaksud tidak 
                                                             
37Muhammad Yusran (45 Tahun) Anggota Kepolisian Polrestabes kota Makassar, 
Wawancara, Makassar, 11 Januari 2019. 
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hanya sebatas pada aspek pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan yang tertangkap 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan semata, namun juga efek jera dan takut 
bagi pihak yang akan melakukan kejahatan. Sehingga dengan adanya realisasi 
keamanan dan ketentaraman akan dapat menjadi jaminan tercapainya harapan-
harapan masyarakat terhadap keamanan hak-haknya. Namun apabila realisasi hukum 
sebagai jaminan keamanan dan ketentraman terhadap masyarakat kurang atau bahkan 
tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka yang akan terjadi adalah tindak adanya 
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. 
 Kurang percayanya masyarakat terhadap penegakan aparat kepolisian dan 
penegak hukum dalam memberantas efek jera kepada pelaku kejahatan membuat 
warga main hakim sendiri saat menangkap pelaku. Sesuai dengan data yang penulis 
dapatkan jumlah pelapor dalam kasus penganiayaan banyak yang tidak diselesaikan 
sehingga memicu masyarakat melakukan tindak main hakim sendiri. 
TABEL  
Laporan Masyarakat Dalam Kasus Penganiayaan 2016-2018 
Sumber : Polrestabes Kota Makassar  tahun 2018 
Dari data yang penulis dapatkan diatas banyaknya jumlah laporan dari 
masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian  membuat banyak 
masyarakat kurang percaya terhadap penegakan hukum sehingga mereka lebih 
cederung melakukan tindakan main hakim sendiri. 
Tahun Jumlah Pelapor Jumlah kasus yang telah diselesaikan 
2016 430 347 
2017 919 440 
2018 1330 
 
574 
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 Selain itu penulis juga mewawancarai secara langsung kepada masyarakat 
penilaiannya secara lisan terhadap penegakan hukum khususnya spesifik terhadap 
kejahatan pencurian dan perampokan yang perna marak dilakukan oleh genk motor. 
Hasil wawancara ini kemudian menjadi indikator penulis untuk memberikan 
pertanyaan kepada masyarakat terkait kepuasan terhadap permasalahan penegakan 
hukum di Kota Makassar. 
 Berikut salah satu petikan wawancara penulis kepada salah satu warga yang 
pernah terlibat dalam tindakan main hakim sendiri. Wawancara  ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana perspektif masyarakat sebagai pelaku tindak main hakim 
sendiri yang bernisial Wawan (Nama samara)  Jl. Rappocini raya gang 1. 
 “Kita masyarakat ketika menemukan pelaku kejahataan maka spontanitas akan 
melakukan pemukulan karena menurut saya ada rasa kepuasan ketika melakukan 
pemukulan kepada pelaku kerena kami juga terkadang mendapatkan pelaku tindak 
pidana kadang tidak diberikan sangsi yang sesuai karena kurang kuatnya bukti‟. 
(Hasil wawancara 15 Januari 2019).38 
 
 Dari hasil wawancara yang lain salah satu pelaku tindak pidana main hakim 
sendiri yang bernisial Ali (Nama samaran) Jl. Tamalate 1.  
 “Saya sebagai masyarakat ketika menemukan pelaku tindak pidana akan 
melakukan pemukulan sebab kalaupun tertangkap dan diserahkan keaparat  biasanya 
tidak ditindak tegas bahkan dilepas begitu saja, inikan berbahaya sebab melepaskan 
orang yang terbiasa melakukan kejahatan di tengah-tengah  masyarakat”. (Hasil 
wawancara 17 Januari 2019).39 
 
 Berdasarkan wawancara tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa walaupun 
tindakan main hakim sendiri tidak memiliki alasan pembenar secara normative namun 
dapat disimpulkan bagaimana sikap masyarakat terhadap penegakan hukum. 
Masyarakat menganggap penegakan hukum tidak mampu memberikan  pemenuhan 
rasa keadilan. Atas dasar itu kemudian hal yang sangat penting untuk diperhatiakan 
                                                             
38Wawan (21 tahun), Mahasiswa disalahsatu perguruaan tinggi, Makassar, Wawancara, 
Makassar, 11 Januari 2019. 
39Ali (23 Tahun), Tukang ojek, Makassar, Wawancara, Makassarr, 17 Januari 2019. 
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dalam penegakan hukum adalah pengadilan sebagai muara dalam proses pencarian 
keadilan. Faktor terpenting yang berperan dalam upaya penegakan hukum yang 
terjadi dalam masyarakat adalah aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dan 
amanahnya. Hal ini disebabkan aparat penegak hukum merupakan subyek dan objek 
dari hukum. Artinya selain sebagai aparat yang bertugas untuk memberikan keadilan 
pada masyarakat juga sebagai masyarakat biasa yang tidak bisa lepas dari jangkauan 
hukum. Oleh karena itu baik buruknya penegakan hukum yang terjadi ditengah-
tengah masyarakat sangatlah mempengaruhi pada kejujuran dan kewibawaan aparat 
penegak hukum dalam mengembang tugasnya. 
 Penegakan  hukum yang terjadi bisa kita katakana masih kurang dari rasa 
keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak lain disebabkan oleh perilaku 
dari aparat penegak hukum dalam mengembang tugasnya terjebak dalam praktik 
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang hanya mementingkan urusan pribadi 
belaka seperti Simulator Surat Izin mengendara (SIM) yang melibatkan aparat 
kepolisian. Dalam prakteknya seringkali kita juga menemukan perilaku dari aparat 
hukum yang merugikan masyarakat. Seperti dalam proses penyidikan seringkali 
aparat dalam menjalankan tugasnya untuk memperoleh informasi dari tersangka 
seringkali menggunakan kekerasan. 
 Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari 
masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah 
kejahatan dan dianggap lamban dalam menjalakan tugasnya serta adanya 
ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian 
masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu untuk melakukan 
tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hakum 
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yang berlaku. Padahal perbuatan main hakim sendiri itu bukan perbuatan menghukum 
yang benar karena proses menghukum yang benar penghukuman terhadap pelaku 
kejahatan tergantung kepada sistem hukum. Selain itu dalam rana hukum pidana 
terdapat asas praduga tak bersalah (presumpation of innocence). Jadi seseorang tidak 
boleh dihukum bersalah sebelum ada bukti yang cukup itupun dengan catatan harus 
ditindak oleh pihak yang berwenang. 
 Maraknya tindakan main hakim sendiri di Makassar sebagian besar disebabkan 
dalam penanganannya kasus seperti ini banyak yang tidak terselesaikan. Dalam artian 
banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum ini 
dengan prosedur hukum yang sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat 
sehingga pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat merasa 
main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sangsi kepada 
pelaku kejahatan. Masyarakat Kota Makassar semakin mudah menumpuhkan 
kemarahanya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara 
beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga 
menyebabkan meninggal si korban pelaku tindak pidana. 
 Kepercayaan masyarakat bahwa Negara dalam hal ini yang dipersentasekan 
oleh lembaga peradilan dan penegakan keadilan hukum di tengah masyarakat sangat 
rendah disamping rasa kemanusian sebagai anggota masyarakat sangat rendah 
disamping rasa kemanusian sebagai anggota masyarakat sudah mulai tumpul. Hal ini 
merupakan proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana sering 
kali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat dilepas oleh 
penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan kalaupun diproses 
sampai kepengadilan hukumannya yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan 
masyarakat. 
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2. Faktor Budaya Sirik na pacce di Kota Makassar 
 Sirik adalah suatu nilai sosial kultur dan keperibadian yang merupakan peranata 
pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai indivudu dan anggota 
masyarakat.40 
 Sirik dengan konsepsi tersebut maka makna kultur dan arti budayanya melebihi 
sekedar malu dalam istilah bahasa Indonesia. Istilah malu dalam bahasa Indonesia 
hanya sekedar perasaan, yaitu merasa sangat tidak senang (tidak enak hati, hina, 
rendah) karena berbuat sesuatu yang tidak baik, kurang benar, berbeda dengan 
kebiasaan atau karena mempunyai cacat dan sebagainya. 
 Sedangkan sirik sebagai pertahanan harga diri dan dengan nilai utama terhadap 
kesusilaan, hukum dan agama sebagai salah satu nilai utama yang mempengaruhi dan 
mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya ia 
berkedudukan sebagai regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi strukturul dalam 
kebudayaan. 
 Sirik sebagai pranata pertahanan harga diri dan dengan nilai utama terhadap 
kesusilaan, hukum dan agama melahirkan konsep matanre sirik dan makurang sirik. 
Konsep utama menunjukkan suatu nilai budaya yang tinggi dan positif. Matanre sirik 
menunjukan kepada martabak dan harga diri. Sementara konsep kedua makurang sirik 
menunjukan kepada sikap dan sifat yang kurang mengindahkan akan arti martabat dan 
harga diri, sehingga pola sikap, perkataan  dan perbuatan tidak mengindahkan nilai-
nilai agama, budaya dan martabat yang dijunjung tinggi. 
 Prinsip sirik na’ pacce ini terkadang disalahgunakan atau tidak ditempatkan 
sesuai dengan prinsipnya sehingga mereka banyak melakukan tindak main hakim 
sendiri. 
                                                             
40Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 137-144. 
51
  
 
 
 Watak masyarakat di Kota Makassar sebagian sangatlah emosional terutama 
golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah. Ketika masyarakat 
Makassar berhadapan dengan persoalan yang berhubungan denga siri’ (harkat dan 
martabat) atau perbuatan yang bertentangan dengan norma maka akan dengan mudah 
emosi masyarakat tersulut sehingga mudah melakukan tindakan pidana. 
 Maraknya aksi tindak pidana di Kota Makassar sudah sangat meresahkan, 
menimbulkan anggapan bahwa pelaku tindak pidana adalah musuh bersama yang 
harus dibasmi. Masyarakat Makassar sudah sangat geram dan dendam terhadap 
pelaku tindak pidana sehingga ketika ada pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh 
warga, maka akan mudah tersulut emosinya dan tanpa segan-segan warga langsung 
mengahakimi pelaku tersebut sampai tidak berdaya. Hal ini sesuai dengan pengakuan 
Aso (Nama Samaran) yang pernah menghakimi pelaku penjamretan di Jln Penghibur, 
Makassar.41 
 
3. Pandangan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam 
masyarakat. 
 Kalau suatu tingkah laku atau perbuatan itu langsung berlangsung secara tetap, 
terulang, maka akan timbul anggapan bahwa demikian seharusnya. Fenomena main 
hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat sudah sering didengar di Kota 
Makassar bahkan dapat dijumpai disemua daerah. Maraknya penghakiman terhadap 
pelaku tindak pidana di Kota Makassar menimbulkan anggapan dalam masyarakat 
bahwa main hakim sendiri merupakan kebiasaan yang wajar, tidak bertentangan 
dengan hukum dan sudah seharusnya dilakukan terhadap pelaku tindak pidana bahwa 
masyarakat mengaggap hal yang mereka lakukan telah meringankan beban kepolisian 
                                                             
41Aso, (27 tahun), Pengemudi Bentor, Wawancara, Makassar, 14 Januari 2019. 
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dalam menangkap pelaku tindak pidana. Alasan ini dibenarkan Risal Abdullah (Nama 
samaran), yang pernah menghakimi pelaku tindak pidana pencurian leptop di Jalan 
Baji Minasa, Makassar.42 
4.  Faktor ikut-ikutan  
 Menurut Abul Aziz ketua PBHI Makassar bahwa terkadang masyarakat hanya 
ikut-ikutan main hakim sendiri dalam kerumunan massa. Pada awalnya hanya lewat 
dan menonton, namun karena ajakan dan ingin merasakan memberi hukman kepada 
pelaku tindak pidana, maka kemudian mereka ikut menghakimi pelaku tindak pidana, 
lebih parah lagi, terkadang pelaku main hakim sendiri hanya terprovokasi dan ikut 
memukul atau mengeroyokan tanpa tahu masalah yang sebenarnya.43 
C. Perlindungan Hukum terhadap korban Main Hakim sendiri    
 Main Hakim sendiri atau biasa diistilahkan dengan istilah luas dan media massa 
dengan peradilan jalanan, menghakimi massa, pengadilan rakyat, amuk massa, 
anarkisme massa atau brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda 
yaitu Eigenrechting yakni berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa 
mengindahkan hukum tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa pengunaan alat 
kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu sejajar dengan 
pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini 
menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. 
 Kasus main hakim sendiri (Eigenrechting) merupakan salah satu bentuk reaksi 
masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi 
masyarakat, ditinjau dari sudat sosiologis dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu 
aspek positif dan aspek negatif  
Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
                                                             
42Risal Abdullah, (20 tahun), Pemuda Makassar, Wawancar, Makassar, 14 Januari 2019. 
43
 Abdul Aziz, (38 Tahun), Ketua PBHI Makassar, Wawancara, Makassar, 20 Januari 2019. 
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1. Relasi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan 
kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan 
kejahatan. 
2. Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat penegak 
keamanan atau penegak hukum secara resmi. 
3. Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku 
kejahatan. 
4. Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya 
suatu tindak kejahatan. 
 Sedangkan aspek negatif adalah jika: 
1. Reaksi masyarakat adalah serta merta yaitu dengan dilakukan dengan 
dasar luapan emosional. 
2. Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam 
masyarakat yang bersangkutan (tak resmi) 
3. Tujuan hukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, 
paksaan dan pelampiasan dendam. 
 Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang 
mangapa dilakukan suatu tindakan keahatan. Usaha sesorang melakukan tindakan 
main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan 
perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Masalnya  seseorang dicopet 
dompetnya dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet dan meminta ini 
dituruti, maka tindak main hakim sendiri ini tidak dilarang. Sedangkan tindak main 
hakim sendiri yang dimaskud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang 
melanggar hukum diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan dan 
merupakan suatu tindak pidana. 
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 Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat korban telah diatur secara 
abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana subtansi maupun hukum 
pidana formal dengan asumsi bahwa perbuatan kejahatan. Pada dasarnya bukan 
berarti Kitab Undang-undang hukum pidana tidak dapat diterapkan sama sekali jika 
perbuatan main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat 
diterapkan samasekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri terjadinya perbuatan 
main hakim sendiri, bagi korban perbuatan tersebut dapat melaporkan kepada pihak 
yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut: 
a.  Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan  
 Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP penganiayaan diartikan sebagai perbuatan 
dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat 
diancamkan atas tindak main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang 
mengakibatkan luka atau cedera, 
 “Salah satu contoh kasus main hakim sendiri yang dialami oleh Taruna 
Akademi Tehnik kesalamatan atau ATKP Makassar, Aldama Putra tewas setelah 
dianiaya seniornya Muh Rusdi, di duga Rusdi memukul Aldama Putra hanya karena 
tidak memakai helm, pelaku memanggil korban lalu diarahkan ke salah satu kamar 
senior. Disitulah terjadi penganiayaan, akibat perbuatan Rusdi menganiaya Aldama 
dengan cara memukul dibagian dada dan tubuh. Aldama, putra sulun dari Pelda 
Daniel itu meninggal dunia. Pihak penyidik Sasreskrim Polres Makassar pun 
menetapkan Muh. Rusdi tersangka dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan 
korban meninggal dan diancam dengan Pasal 351ayat 3. Ancaman hukuman penjara 5 
tahun dan selambatnya maksimal 15 tahun”.44 
b.  Pasal 170 KUHP tentang kekerasan 
 Penjelasan Pasal 170 KUHP kekerasan terhadap orang maupun barang yang 
dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti perusakan 
terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melempar batu kepada 
orang atau rumah atau membuang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancam 
atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan didepan umum. 
                                                             
44Kombes Pol Wahyu Dwi Aribowo (40 Tahun), Anggota kepolisian Polrestabes kota 
Makassar, Wawancara, Makassar, 3 Mei 2019. 
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c.  Pasal 406 tentang perusakan  
 Penjalasan Pasal 406 KUHP yang dimaksud dengan mengakibatkan barang 
tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan 
hukum . Kerumunan dengan norma hukum (lawless crowds) terbagi dua yaitu: 
1. Kerumunan yang bertindak emosional (acting mobs) kerumunan semacam ini 
bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik  yang 
berlawanan denagn norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada 
umumnya kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena bahwa hak-hak mereka 
diinjak-injak atau tidak adanya keadilan. 
2. Kerumanan yang bersifat immoral (Immoral croswds) contohnya seperti orang 
yang mabuk. Main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan 
tindak pidana merupakan perwujudan kerumunan yang berlawanan dengan hukum. 
Hal ini menjadi pusat perhatian terjadi karena adanya anggota masyarakat yang 
menjadi korban kejahatan  dan terjadinya main hakim sendiri terjadi karena orang-
orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan dan merasa saling memerlukan 
antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui 
adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa 
pikir panjang lagi pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana tadi dihakimi 
beramai-ramai. 
  Perlu diketahui bahwa pengusutan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh 
orang banyak main hakim sendiri sering kali menemui kebuntuhan, mengingat 
bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu atau dua orang. Prinsip hukum 
pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Permasalahan yang 
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melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menemukan siapa yang paling 
bertanggung jawab, walaupun demikian hal tersebut tidak menjadi penghambat 
bagi keluarga korban atau menuntut keadilan bagi korban. 
  Pihak keluarga korban dapat melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian dan 
selanjutnya menyerahkan proses pengungkapan perkara tersebut sesuai dengan 
prosudur hukum yang berlaku dan sekali lagi bisa dibuktikan yang semula menjadi 
korban dalam pencurian dan perampokan dan berbagai macam permasalahannya 
justru menjadi berbalik menjadi pelaku karena proses menghakimi sendiri yang 
selalu dilakukan oleh masyarakat, bisa dikatakan main hakim sendiri memang 
fenomena yang sering kita temui di masyarakat Kota Makassar akhir-akhir ini. 
D. Upaya Pencegahan dan penanggulangan Tindak main Hakim sendiri 
(Eigenrechting) di Kota Makassar 
 Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak main hakim sendiri terhadap 
pelaku tindak pidana yang dilakukan massa di Kota Makassar. Dalam penelitian ini 
penulis mewawancarai IPDA Bintang Cahya Sakti S.Tr.K dari hasil wawancara 
tersebut dapat diterapkan bahwa ada dua langkah yang dilakukan oleh kepolisian 
Resort Kota Makassar, yaitu preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan).45 
1. Preventif (pencegahan) 
a. Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa 
keadilan masyarakat. 
 Perilaku menyimpang dengan masyarakat seperti perbuatan main hakim 
terhadap pelaku tindak pidana sebagi sautu penyakit masyarakat, tentunya harus 
segera diobati. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar 
permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut. Mengingat bahwa 
                                                             
45
 IPDA Bintang Cahya Sakti S.Tr.K, Kasubnit I Unit V, Wawancara, Makassar, 4 Januari 
2019. 
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akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, 
maka fungsi hukum perlu dilakasanakan secara konsekuen dan prefesional oleh aparat 
penegakan hukum. Membangun dan menguatkan sistem hukum berfungsi sesuai 
aturannya, tidak ada diskriminasi terhadap siapapun  yang berurusan dengan hukum. 
Rakyat berharap bukan sekedar produk politik untuk melindungi kepentingan tertentu, 
melainkan yang berkeadilan, melindungi semua orang dan golongan tanpa 
diskriminasi. Upaya ini pada akhirnya akan menumbuhkan kewibawaan dan kepastian 
hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga masyarakat lebih percaya 
terhadap penegakan hukum. 
 
b. Himbauan dan penyuluhan hukum 
 Kepolisian Kota Makassar sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak 
menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung 
menyerahkan kepihak kepolisan lebih lanjut  IPDA Bintang Cahya Sakti S.Tr.K  
 “Menjelaskan bahwa dalam mencengah dan menanggulangi tindakan main 
hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana, kepolisian 
tidak bisa mengatasi sendiri, mengingat perbuatan tersebut sudah membudaya dalam 
masyarakat apa lagi kalau perbuatan tersebut dilakukan kerja sama dari berbagai 
pihak antara lain Pemerintah, Lembaga (LSM)  dan elemen-elemen masyarakat 
lainnya.”46 
 Dalam membagun kesadaran dan kepatuhan hukum, kepolisian melalui 
BAPEMKAMTIMBAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamana Masyarakat) 
mengadakan sosialisasi penyuluhan hukum. Hak tersebut diharapkan agar masyarakat 
memehami bahwa mengakimi pelaku tindak pidana sampai tindak berdaya adalah 
tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipindahkan. 
 
 
                                                             
46IPDA Bintang Cahya Sakti S.Tr.K, Wawancara, 2019. 
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c. Melaksanakan patroli rutin  
 Salah satu langkah mencengah terjadinya tindak pidana adalah dengan patroli 
rutin di seluruh tempat/daerah yang berpotensi dan rawan terjadinya tindak pidana 
selain itu dengan adanya patroli tindak pidana yang tertangkap oleh warga jangan 
sampai menjadi korban main hakim sendiri oleh massa. 
2. Upaya Refpresif (Penindakan) 
 Upaya refresif adalah upaya yang dilakukan dalam tahap ketika suatu tindak 
pidana kejahatan telah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan penegakan hukum (law 
enforcement) melalui tindakan pemberian hukuman. Untuk konteks tindakan main 
hakim sendiri eigenrichting yang marak terjadi di Kota Makassar maka perlu 
diupayakan adanaya upaya represif dari kepolisian terkait tindakan main hakim 
sendiri. Upaya represif bukan hanya sekedar memberikan efek jera bagi pelaku 
tindakan main hakim sendiri tetap perlu dicermati bagaimana penanganan tindakan 
main hakim sendiri. 
 Dari pihak kepolisian sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Brigadir 
Abdullah 
 “Untuk tindakan main hakim sendiri maka langkah yang perlu ditempuh oleh 
kepolisi adalah dengan menangkap dan memidanakan pelaku tindakan main hakim 
sendiri khususnya orang yang diduga menjadi provokator sehingga muncul peristiwa 
tindakan main hakim sendiri biasa diprofokasi oleh oknum yang tidak 
bertanggungjawab. 47 
 
 Sehubungan dengan itu kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan, 
polisilah sebenarnya dalam praktik yang dapat menentukan jahat atau tidaknya 
seseorang. Polisi sebagai aparat penegak hukum adalah yang pertama mengetahui dan 
menyelami secara langsung keadaan sekitar kejadian kemudian mengumpulkan bukti-
bukti yang diperlukan. Besarnya kewenangan tersebut sering dikatakan bahawa salah 
                                                             
47
 Brigadir Abdullah, (32 Tahun), Anggota Kepolisaan Polrestabes kota Makassar, 
Wawancara, Makassar, 4 Januari 2019. 
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tidaknya seseorang tersangka itu tergantung pada pihak kepolisian kerena polisi dapat 
menentukan apakah suatu perkara itu diteruskan kepengadilan atau tidak diteruskan 
kepengadilan dengan berbagai alasan. 
 Sebagai perbuatan melanggar hukum, berdasarkan ketentuan yang terdapat 
dalam KUHP sebagaimana disebutkan tindak main hakim sendiri termasuk dalam 
delik biasa bukan delik aduan. Artinya pihak kepolisian sesuai dengan kapasitasnya 
sebagai penyidik dalam melakukan proses hukum terhadap pelakunya pada dasarnya 
tidak memerlukan proses hukum terhadap pelakunya pada dasarnya tidak memerlukan 
pengaduan dari korban atau tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat 
terlebih dahulu. Namun demikian, kewenangan yang ada pada polisi untuk mengawali 
proses hukum terhadap pelaku pengadilan jalanan atau main hakim sendiri mudah 
untuk dilaksanakan. 
 Selain itu, pihak kepolisian beralasan banyaknya kendala yang dihadapi 
kepolisian dalam menangani main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap 
pelaku tindak pidana antara lain: 
1.   Sulitnya memperoleh keterangan karena masyarakat tidak terbuka / enggan 
memberi keterangan. 
2.   Keterbatasan ruang tahanan kepolisian mengingat banyaknya massa yang 
terlibat dalam tindakan main hakim sendiri. 
3.   Lambatnya informasi/ laporan adanya tindak pidana yang terjadi. 
4.   Kerumunan massa terbentuk secara spontan dan hanya sementara. Mayarakat 
yang terlibatpun bukan hanya warga setempat terkadang hanya warga lain 
yang lewat. Terbentuk secara spontan sehingga sulit mengidentifikasi pelaku 
penggerak atau provokator dalam peristiwa tersebut. 
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5.   Jumlah personil kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah 
massa. 
6.   Lokasi TKP yang jauh dari kantor kepolisian setempat. 
Menurut IPDA Bintang Cahya Sakti.,S.Tr.K 
 “ Ketika berada ditempat kejadian perkara (TKP), aparat tidak dapat berbuat 
banyak dalam penindakan massa, polisi selalu dibuat repot menghadapi massa 
yang jumlahnya banyak, penuh emosi dan tidak terkendali. Aparat mesti 
berhati-hati jangan sampai aparat menjadi sasaran amukan massa yang sudah 
tersalu emosinya. Hal yang menjadi proritas adalah mengamankan pelaku 
tindak pidana terlebih dahulu dari amukan massa yang beringas.”48 
 
 Dari hasil wawancara baik dengan pihak kepolisian maupun masyarakat. 
Penulis berpendapat bahwa penanganan pihak kepolisian dalam hal ini Polrestabes 
Kota Makassar tindak optimal dalam menanggulangi tindak main hakim sendiri yang 
dilakukan oleh massa terhadap pelaku tindak pidana di Kota Makassar, hal tersebut 
dapat dilihat sampai saat ini, tidak satupun pelaku main hakim sendiri yang diproses 
atau ditahan oleh pihak kepolisian. Jadi tidak mengherankan kalau masyarakat 
mengaggap apa yang dilakukan itu hal yang wajar dan pantas. Pada hal ini merupakan 
suatu bentuk pelecehan terhadap wibawa hukum dan sangat bertentangan dengan 
HAM khusus terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindak main hakim 
sendiri yang dilakukan oleh massa. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
48IPDA Bintang Cahya Sakti S.Tr.K, Wawancara, 2019. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan, maka ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: Faktor penyebab tindakan main hakim sendiri oleh massa terhadap 
pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut faktor penegakan hukum dan faktor 
psikologi sosial, faktor budaya sirik na’ pacce di kota Makassar, faktor pandangan  
bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah hal yang dilakukan dalam 
masyarakat dan faktor ikut-ikutan. 
 Bentuk perlindungan hukum terhadap korban main hakim sendiri dapat 
dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang 
kekerasan, Pasal 406 tentang perusakan. 
 Pencegahan tindak main hakim sendiri (Eigenrechting) yang dilakukan oleh 
massa terhadap tindak pidana di kota Makassar Preventif (pencegahan), dilakukan 
dengan membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan 
masyarakat, himbauan dan penyuluhan hukum dan melaksanakan patroli rutin. Upaya 
Refresif (Penindakan) Memperoses pelaku main hakim sendiri  terhadap pelaku 
tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyak 
kendala yang dihadapi kepolisian dan aparat penegak hukum harus membangun 
kewibawaan dalam penegakan hukum dan mengutamakan prinsip equality before the 
law atau persamaan dalam penegakan hukum. 
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B. SARAN 
Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan diatas, maka saran penulis sebagai 
berikut: 
1.) Sebaiknya tersangka pelaku kejahatan diserahkan kepada yang berwajib 
untuk diproses sesuai hukum, selain itu pelaku main hakim telah 
melakukan perbuatan pidana yang jelas dalam hal ini harus diproses 
sesuai hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip equality before 
the law. 
2.) Aparat hendaknya melakukan pendekatan terhadap warga masyarakat atau 
organisasi masyarakat agar terjalin komunikasi yang baik dengan warga 
serta timbul kesadaran  hukum sehingga warga dapat mematuhi aturan 
hukum yang berlaku dan dalam menyelesaikan masalah tidak dengan cara 
main hakim sendiri. 
3.) Kepolisian harusnya lebih tegas dan menindak anggota masyarakat atau 
massa yang melakukan tindak main hakim sendiri terhadap pelaku tindak 
pidana untuk menghilangkan pandangan bahwa menghakimi pelaku 
tindak pidana adalah hal yang wajar dan pantas. 
4.) Masyarakat harusnya sadar akan Asas Praduga tak Bersalah bahwa 
seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman sebelum ada keputusan hakim 
dan melakukan pemukulan atau kekerasan kepada pelaku tindak pidana 
adalah perbuatan pidana. 
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